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Kerusakan Hutan. Mengangkut, rnenguasai, dan memihki hasil hutan tanpa surat
keterangan sahnya hasil hutan. Rumusan masalah: I ).Bagaimana Penerapan
Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan yang Mengangkut, Menguasai,
dan Memiliki Hasil Hutan yang tidak Dilengkapi Sural Keterangan Sahnya Hasil
Hutan?, 2).Bagairnanakah Dasar Hukum llakim Dalarn Mcnjatuhkan Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan yang Mengangkut, Menguasai, dan
Mcmiliki Hasil Hutan yang Tidak Dilcngkapi Surat Keterangan Sahnya Ilasil
Ilutan? Jenis penelitian Yuridis Norm an f. Sumber yang digunakan adalah Data
sekunder yang terdin dan hukum pnmer, hukum sekunder, dan hukum tcrsier
Tekruk pengumpulan dilakukan dengan eara studi dokurnen, simpuJan. I)
Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan yang Mengankut,
Menguasai, dan Memiliki Hasil Hutan yang Tidak Dilengkapi Surat Ketrangan
Sahnya Hasil Hutan Sudah diterapkan dengan balk dan sudah berjalan lanear,
I'api masih belum memberikan efek jera sebab tuntutan dan putusan hakim masih
nngan. 2) Dasar Hukum Hakun Oalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Kehutanan yang Mengangkut, Menguasai, dan Memiliki Hasil
Hutan yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Hakim
memutuskan berdasarkan pertirnbangan yuridis dan non yuridis dalam perkara iru,
perumbangan yang memberatkan dan menngankan.
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PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKA PUTUSA
TERHAOAP PELAKU TINOAK PJDANA KEI1UT ANAN YANG
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